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ABSTRAK 
 

 
(A) Nama : Richardo Agung Manek Tanamal. NIM : 200841010. 

(B) Judul Penulisan Hukum: ”Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur 

Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 

Tentang Bank Perkreditan Rakyat  

(C) Kata Kunci : Proses Akuisisi  

(D) Daftar Acuan (literatur) : Jurnal: 2010, Buku-buku: 2006, 2008, 2009, 2010 

Perundang-undangan : 1945, 1998, 1999, 2006, 2007 

(E) Ringkasan Penulisan Hukum :  

 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana proses dan kendala 

akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank 

Perkreditan Rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui proses dan 

kendala akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan 

yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada pengurus PT. BPR 

Sumber Dhana Makmur. Data yang dikumpulkan terdiri dari  data primer dan data 

sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis  secara deskriptif. 

Hasil penelitian yang diperoleh; Hingga saat ini peran perbankan masih sangat sentral 

dalam perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia adalah 

bank based economy, dimana aktivitas ekonomi yang berjalan tidak terlepas dari 

perbankan sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, munculnya Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

harus bisa mengawasi dan mengontrol bank lainnya. Status dan kedudukan yang khusus 

tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya 

sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian Bank 

Indonesia mengeluarkan undang-undang yaitu PBI Nomor 8/26/PBI/2006 pasal 69 huruf 

c agar PT. BPR Sumber Dhana Makmur didorong melakukan proses akuisisi.  

Dengan melihat undang-undang yang ada kita tahu bahwa kedudukan Bank 

Indonesia secara hukum sangat kuat. Kesimpulan secara umum adalah dengan adanya 

kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang maka Bank Indonesia 

mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur agar permodalan bank BPR perlu 

diperkuat sehingga perlu adanya proses akuisisi. akuisisi akan berhasil jika perusahaan 

tersebut menerapkan prinsip good governence dengan membuat suatu standar operasional 

prosedur dimana menguraikan proses penyelesaian kredit macet, bagaimana mengatasi 

nasabah wanprestasi, dan adanya alur dokumen yang jelas agar tidak terjadi kelalaian 

dalam pengikatan kredit.  

Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2012   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hingga saat ini peran perbankan masih sangat sentral dalam perekonomian 

Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia adalah bank based 

economy, dimana aktivitas ekonomi yang berjalan tidak terlepas dari perbankan 

sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperkuat sistem 

perbankan yang sehat, efisien, dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi suatu 

keharusan. Demi terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik. 

Manusia memiliki berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut, di dalam berhubungan dengan manusia lainnya diperlukan 

bank atau lembaga keuangan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan salah 

satu kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Untuk itu, masyarakat membuat 

aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di 

masyarakat menjadi semakin meningkat sehingga menghambat jalannya proses 

penegakan. Misalnya : penipuan melalui transaksi online atau transaksi jual beli 

melaui tanpa adanya perjanjian secara hukum.
1
 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan 

cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

                                                           
 

1
http://www.docstoc.com/docs/69499185/Data-Kredit-Macet-Bank-Syariah-Dan-Bank-

Konvensional 
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Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditingkatkan kemampuan serta 

kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara 

berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat.
2
 Selain itu tanpa 

adanya perbankan maka pembangunan ekonomi tidak akan berjalan. Oleh karena 

itu perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu kita perlu 

menelusuri mengetahui pengertian bank adalah badan usaha yang mengimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk 

kredit atau bentuk lainnya. Adapun  jenis perbankan dewasa ini yaitu: 
3
Menurut 

UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya 

terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank 

Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai. 

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan 

menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Bank Pembangunan 

dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, 

Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). 

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai 

dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut: 

1. Bank Umum 

                                                           
 

2
Undang-Undang Dasar 1945 

 
3
 Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Pokok                         

Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Keluarnya Undang-Undang RI No.10 
Tahun 1998 Tentang jenis-jenis perbankan (Pasal 5 ayat 1 dan 2). 
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Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum 

mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil 

(commercial bank). 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh 

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.  

Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu 

bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Tetapi yang akan 

dibahas lebih ke masalah Bank Perkreditan Rakyat. Memang Bank Umum 

memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, networking 

secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, dan 

sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat 

dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena 

pelayanan yang dilakukan BPR adalah face to face. BPR juga mampu 

menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan perikehidupan masyarakat 

sekitarnya.Karena ada keterbatasan dari bank umum dalam membiayai mikro 

bisnis, yang sangat mementingkan kedekatan, kecepatan dan kesederhanaan. 
4
 

                                                           
 

4
http://www.infobanknews.com/2010/07/bpr-memiliki-keunggulan-di-sektor-mikro/ 
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Didalam pelaksanaannya Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kendala 

yang harus diperhitungkan yaitu masalah permodalan. Sehingga Kepercayaan 

terhadap BPR masih perlu ditingkatkan mengingat masyarakat lebih memilih 

menyimpan dananya di Bank Umum. Hal ini mendorong BPR menawarkan 

tabungan dan deposito berjangka dengan suku bunga yang lebih tinggi 

dibandingkan Bank Umum sehingga menyebabkan tingginya cost of fund yang 

pada gilirannya meningkatkan suku bunga kredit BPR.
5
 Akhirnya, pilihan yang 

ditempuh oleh BPR adalah melakukan proses akuisisi itupun tidak terlepas dari 

peranan Bank Indonesia. 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (UUBI), Bank Indonesia adalah 

Lembaga Negara yang independen. Sebagai Lembaga Negara yang independen, 

Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan 

terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). Bahkan 

ditegaskan di dalam UUBI, BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala 

bentuk campur tangan dari pihak-pihak yang disebutkan di muka. Pelanggaran 

terhadap larangan campur tangan maupun terhadap kewajiban untuk menolak 

campur tangan,diancam penjara minimal 2 (dua) tahun, maksimal 5 (lima) tahun 

serta denda minimal Rp 2 miliar, maksimal Rp 5 miliar. Demikian terangkum 

dalam Pasal 67 dan 68 UUBI.
6
 

                                                           
 

5
Berdasarkan informasi dari  Direktur PT.BPR Sumber Dhana Makmur, Drs.Hera Darmanto, 12 

maret 2012. 

 
6
Nindyo Pramono, Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank 
Sentral RI( Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan) Vol 8, No 3, September 2010, hlm 1. 
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Oleh karena itu, munculnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah 

undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang 

Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai 

suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali 

untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia 

mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas 

dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak 

luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank 

Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam 

bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus 

tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya 

sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
7
 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan 

hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik 

Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang 

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat 

luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank 

                                                           
 

7
http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/ 
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Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar 

pengadilan.
8
 

Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan ketentuan tentang modal 

setor minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI Nomor 8/26/PBI/2006 

tentang BPR ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor 

minimum. Modal setor minimum itu sebesar Rp 5.000.000.000 untuk BPR di 

Wilayah Khusus Ibukota Jakarta;Rp 2.000.000.000 untuk BPR di Ibukota Propinsi 

Jawa dan Bali serta di wilayah Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi; Rp 1.000.000.000 untuk BPR di Ibukota propinsi di luar Jawa dan 

Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada 

ketentuan pertama dan kedua; dan Rp 500.000.000 untuk BPR di luar wilayah 

yang disebutkan pada ketentuan pertama, kedua, dan ketiga. Ketentuan tersebut 

harus dipenuhi sampai batas akhir pemenuhan setoran modal pada 31 Desember 

2010.
9
  Sehingga PT. BPR Sumber Dhana Makmur pada akhir bulan Desember 

2010 melakukan proses akuisisi saham dan dalam pelaksanaannya Bank PT.BPR 

Sumber Dhana Makmur dapat memenuhi modal setor yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan menjual sahamnya sebesar Rp 300.000.000 sehingga sampai 

akhir bulan Desember 2010 modal setor yang awalnya masih Rp 700.000.000 

menjadi 1 Milyar. Akhirnya, PT.BPR Sumber Dhana Makmur dapat memenuhi 

peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat 

tentang modal setor  BPR Rp 1 Milyar.  

                                                           
 

8
 Ibid, hlm 6 

 
9
Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 4 dan 

Pasal 69 c. 
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Akuisisi merupakan salah satu keputusan strategis dalam upaya 

meningkatkan kinerja keuangan dan strategi penciptaan nilai bagi perusahaan. 

Kinerja keuangan yang semakin baik akan menjadikan perusahaan mempunyai 

daya saing yang tinggi. Laba merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan 

untuk menciptakan nilai perusahaan. Kondisi finansial perusahaan setelah 

melakukan akuisisi menjadi lebih baik, maka keputusan akuisisi adalah tepat. 

Namun jika sebaliknya terjadi, maka keputusan melakukan akuisisi kurang tepat. 

Salah satu metode untuk mengetahui keberhasilan akuisisi yaitu dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada saat sebelum dan 

setelah akuisisi tetapi juga harus didasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas agar proses 

akuisisi berjalan lancar.
10

 

Menurut Herwidiyatmo, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

mengemukakan bahwa dalam akuisisi, banyak aspek yang harus diperhitungkan. 

Tidak hanya aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan aspek 

hukum agar orang tidak salah tafsir mengenai akuisisi yang dilakukan.
11

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

skripsi dengan judul : Proses Akuisisi PT.BPR Sumber Dhana 

MakmurMenjadi PT.BPR AkasiaDitinjau dari Peraturan Bank Indonesia 

No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penulisan ini, 

                                                           
 

10
Lihat Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 2005, hlm 52-53 

 
11

Pandangan Herwidiyatmo ini disampaikan pada Seminar Nasional Tren Merger dan Akuisisi 
di Jakarta pada Senin, 13 November 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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penulis mengambil obyek penelitian di bidang perbankan khususnya akuisisi 

dibidang perbankan, karena perbankan mempunyai peranan penting bagi 

kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dipandang perlu adanya 

lembaga penyimpan dan penyalur uang yaitu bank perkreditan rakyat. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses akuisisi terhadap PT.BPR Sumber Dhana Makmur menjadi 

PT. BPR akasia ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia  No.8/26/PBI/2006 dan 

berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT ? 

2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses akuisisi oleh PT. BPR Akasia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini 

mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses akuisisi terhadap PT.BPR Sumber Dhana Makmur 

menjadi PT. BPR akasia ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia  

No.8/26/PBI/2006 dan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

Tentang PT  

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam proses akuisisi oleh PT. 

BPR Akasia    

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Akademik 

a. Memberikan masukan berupa pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya 

dalam bidang hukum perdata mengenai Proses Akuisisi PT. BPR Sumber 

Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank 

IndonesiaTentang Bank Perkreditan Rakyat sehingga dapat memberikan 

wawasan yang luas bagi para pembaca  

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku 

kuliah khususnya pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum 

perdata 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah masukan atau saran bagi praktisi hukum khususnya 

PT.BPR Sumber Dhana Makmurbahwa dalam akuisisi ada proses secara 

hukum yang harus ditempuh seperti syarat hukum atau dasar hukum 

akuisisi sehingga penulis dapat terdorong untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum 

b. Untuk dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan 

khususnya Direktur PT. BPR Sumber Dhana Makmur yang menangani 

proses akuisisi agar dapat melakukan proses sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. 

 

 



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

22 
 

 
 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah yuridis empiris yaitu masalah yang diteliti 

berdasarkan peraturan perundangan yang terkait atau berlaku dan prosesnya 

dalam menangani akuisisi BPR Ditinjau dari Peraturan BI dengan berdasarkan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Metode pendekatan 

yuridis empiris ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti 

berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia yang relevan dengan obyek 

penelitian, juga penelitian di lapangan yang berkaitan dengan Proses Akuisisi 

PT. BPR, yaitu bagaimana proses hukumnya . 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan. Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, 

yakni melalui kontak antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). Wawancara dilakukan secara langsung, artinya peneliti 

(pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk 

menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden 

dicatat oleh pewawancara. Wawancara langsung ini dilakukan dengan 

metode bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan 

akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.  
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan, 

literatur, dokumen, koran atau internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

b. Dokumentasi 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. 

Analisa Deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah yang dilakukan 

dengan menjelaskan dan memaparkan bagaimana proses penyelesaian masalah 

akuisisi BPR ditinjau dari peraturan BI yang berdasarkan Undang-Undang No.40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan judul skripsi, meliputi 

pengertian serta tinjauan umum akuisisi, pengertian serta tinjauan umum PT  
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berdasarkan aspek hukum BPR dan pengertian serta tinjauan umum Bank 

Indonesia. 

BAB III  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang masalah Permodalan BPR, 

hubungan antara para pemegang saham, Pelaksanaan proses akuisisi serta syarat-

syarat akuisisi dan kendala akuisisi. Selain itu bab ini juga membahas pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB IV     PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh mengenai pembahasan pada bab 

sebelumnya dan saran yang dapat diberikan kepada para peneliti yang akan 

meneliti masalah BPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


